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Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah
karena atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat kami susun. Dokumen
Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
berakhir pada tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD,
serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka dalam rangka Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diperlukan Dokumen Renstra
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 sebagai dasar
pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. Berdasarkan Surat
Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.1/4147/Bappelitbangda tanggal 06 Oktober 2023 tentang
Penyusunan Renstra RPD Tahun 2025-2026 dan Pengumpulan Data Penyusunan RPJPD
Tahun 2025- 2045 dan RPD Tahun 2025-2026, Bupati Cirebon memerintahkan Kepala
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra PD)
Tahun 2025-2026. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah RENSTRA Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon 2025-2026.

Renstra pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan pegawai
Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon selama
Tahun 2025-2026. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk

konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Urusan Kepegawaian dan Urusan



Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna
meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2026 sangat diharapkan agar kinerja
lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Cirebon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 Kabupaten

Cirebon.

Sumber, Desember 2023
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PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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H. HENDRA NIRMAILA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001
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BAB1

Pendahuluan
Bab 1 Berisi: 1.1 Latar Belakang
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum . Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen
3. Maksuddan Tujuan
4. Slstemgnka perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
Penulisan

yang di dalamnya dijelaskan mengena strategi atau arahan
sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang
memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara
lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang
hendak dicapai sebagai perwujudan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi
berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan
Renstra-PD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan
yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam

menyusun Renstra-PD.
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Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik
sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui
perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun
Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Rencana strategis berfungsi untuk
mengembangkan strategi secara efektif dan efisien untuk terciptanya landasan bagi
pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana
strategis yang disusun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan berpedoman kepada RPD 2025-2026, serta
bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan
gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia periode Tahun 2025-2026 mendatang,
kemudian dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan
Tahunan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Proses penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia diawali dengan tahapan persiapan penyusunan rencana
strategis dan penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah.
Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, penyusunan akhir rencana strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusiadan penetapan rencana strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
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Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun
2025-2026 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon,
selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen
tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan
dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun
seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Keterkaitan Renstra BKPSDM Kabupaten Cirebon dengan institusi pusat
(Renstra BKN) dalam perencanaan jangka menengah bahwa Sasaran strategis BKN
Tahun 2020 —2024 antara lain:

a. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas;
b. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima;
¢. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN;
d. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN;
e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN yang Efektif, Efisien, dan
Akuntabel.
Strategi BKN tersebut untuk mengimplementasikan VISI dan MISI BKN, yaitu:
a. VISI, mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk
mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.
b. MISI, meningkatkan kualitas ASNmelalui:
1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Manajemen ASN.
5. Mengembangkan danmengoptimalkansistimmanajemen internal BKN.
Sasaran BKPSDM Kabupaten Cirebon telah sejalan dengan Misi Institusi Pusat (BKN)

yakni meningkatkan kualitas ASN.
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1.2 Dasar Hukum
Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Strategis BKPSDM
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494) sebagai pengganti Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
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1312);

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun
2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E.4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 153 Tahun 2023).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon adalah :
1. Menyediakan pedoman perencanaan strategis dalam mewujudkan aparatur yang

kompeten melalui pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen
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kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan
profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya
pelayanan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

2. Menyediakan informasi yang valid mengenai rencana jangka menengah Tahun
2025-2026 sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan,

Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja.

1.4 Sistematika penulisan
Rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD
2025-2026, Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (2019-2024), dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan
isu- isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.
Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang
apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra

Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
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Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPD.

BAB VIII PENUTUP
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Bab 2 Berisi :

1.

2.

3.

Tugas, Fungsi dan

Struktur Organisasi;

Sumber daya yang
dimiliki;

Capaian kinerja
BKPSDM;
Hambatan BKPSDM.

BAB 2

Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDM

Kabupaten Cirebon

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 153 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah, Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
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o H ®

10.

Perumusan kebijakan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

Pengelolaan data dan informasi ASN;

Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Peningkatan kapasitas ASN;

Pengembangan karir ASN;

Pembinaan ASN;

Pendidikan dan pelatihan ASN;

Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan
fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dibantuoleh :

1.

2,

Sekretaris;

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
Kepala Pengembangan Karir dan Kepangkatan;

Kepala Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
Kepala Pengembangan Kopetensi Aparatur;

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk

mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui

penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pada

Tahun 2021 dilaksanakan penyederhanaan birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Cirebon,

sehingga terdapat perbedaan unsur organisasi pada setiap perangkat daerah yang masuk

kriteria penyederhanaan birokrasi. Susunan Organisasi BKPSDM Kabupaten Cirebon pasca

penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut :

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat Badan, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
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2. Subbagian Keuangan dan Aset;
¢. BidangPengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
d. BidangPengembangan Karir dan Kepangkatan;
e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditunjukan

dalam Gambar 2.1 sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER NOMOR : 153 TAHUN 2023
DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON TANGGAL: 14 DESEMBER 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
KEPALA BADAN

SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KEUANGAN DAX
KEPEGAWAIAN ASET

[ I I 1

BIDANG PENGADAAN, BIDANG PENILAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN
PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI APARATUR DAN PENGHARGAAN KOMPETENSI APARATUR

BIDANG PENGEMBANGAN KARIR
DAN KEPANGKATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN JABATAN
PELAKSANA
5 S Y O

| 5 I

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

/4
oe,ZLMY RIVAT
BERITA/DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 153

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

2.2  Sumberdaya BKPSDM Kabupaten Cirebon
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM secara optimal sangat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten,
sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai serta Standar Operasional
Prosedur (SOP).
2.2.1 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2022 sebanyak 78 orang terdiri dari 74 Orang ASN

dan 4 Orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK), dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan TingkatPendidikan

Tabel I1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. SD - - -
2. SMP/Sederajat 3 orang - 3 orang
3. SMA/Sederajat 8 orang 2 orang 10 orang
4. D3 0 orang 2 orang 2 orang
5. D4 4 orang 2 orang 6 orang
6. S1 23 orang 20 orang 43 orang
7. S2 13 orang 1orang 14 orang

Jumlah 78 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023
[CATEGOR [CATEGOR [CATEGOR

Y NAME]; Y NAME];

14;

YN

43;
[PERCENT

AGE]

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan tingkat Pendidikan

b. Berdasarkan Golongan

Tabel I1.2 Jumlah Peiawai Berdasarkan Golonian

1. Golongan IV 10 orang - 10 orang
2. Golongan III 29 orang 24 orang 53 orang
3. Golongan II 8 orang 3 orang 11 orang
4. Golongan I - - -
5. Tenaga Kontrakl 4 orang - 4 orang

Kerja (TKK)
Jumlah 78 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023
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TKK; 6% Gol IV; 13%
Gol I; 0%

Gol II; 14%

Gol I1I; 68%

HGollV HGollll MGolll ®MGoll ETKK

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Golongan

c. BerdasarkanJabatan

Tabel I1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

Kepala Badan 1orang 1orang
2. | Sekretaris 1orang - 1 orang
3. | Kepala Bidang 4 orang - 4 orang
5. | Kepala Subbag 1orang 1orang 2 orang
6. | Jabatan = Fungsional 23 orang 17 orang 40 orang
Tertentu
7. | Jabatan  Fungsional 17 orang 9 orang 26 orang
Umum
8. | Tenaga Kontrak Kerja 4 orang - 4 orang
(TKK)
Jumlah ~78 orang

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023

2.2.2 Keadaan Sarana danPrasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya
manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan
prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon masih perlu dilakukan peremajaan atau
pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang,
khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon secara rinci dapat dilihat

pada Tabel I1.4.
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Tabel I1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana BKPSDM

1 Gedung Kantor 3.397 m2 Baik
2 Kendaraan roda 4 7 unit Baik
3 Kendaraan roda 2 16 unit Baik
4 AC Split 42 bh Baik
5 AC Standing 4 bh Baik
6 Barcode Scanner 4 bh Baik
7 Brangkas Tanam 1 bh Baik
8 Bunga Ruangan 2 bh Baik
9 Detektor Logam 5bh Baik
10 | Dispenser 4 bh Baik
11 | Eksternal DVD 1 bh Baik
12 | Eksternal Harddisk 4 bh Baik
13 | Faximile 1 unit Baik
14 | Filling Kabinet 18 bh Baik
15 | Handycam 1 unit Baik
16 | Home Theatre 1 unit Baik
17 | Kamera 1 unit Baik
18 | Kelengkapan Komputer 1 unit Baik
19 | Komputer PC All in one 88 unit Baik
20 | Kompute / PC 27 unit Baik
21 | Kursi Kerja 131 bh Baik
22 | Kursi Kerja 60 bh Baik
23 | Kursi Kerja Pejabat 11 bh Baik
24 | Kursi Rapat 286 bh Baik
25 | Kursi Sofa 4 set Baik
26 | Kursi Tunggu 2 bh Baik
27 | Lambang Negara (Garuda) 1 bh Baik
28 | Laptop 22 unit Baik
29 | Layar screen (orca) 2 bh Baik
30 | Lemari Arsip 13 bh Baik
31 | Lemari Besi 26 bh Baik
32 | Lemari Dokumen 3 (Pintu) 1 bh Baik
33 | Lemari Kaca 19 bh Baik
34 | Lemari Kayu 7 bh Baik
35 | Meja Kerja 132 bh Baik
36 | Meja Komputer 81 bh Baik
37 | Meja Penandatanganan 1 bh Baik
38 | Meja Sice 4 bh Baik
39 | Mesin Absensi 53 unit Baik
40 | Mesin Pemotong Kertas 2 unit Baik
42 | Mesin Pemotong Rumput 1 unit Baik
43 | Mic Wireless 1 bh Baik
44 | Microphone duduk 3 bh Baik
45 | Pemadam Kebakaran 30 bh Baik
46 | Podium 1bh Baik
47 | Printer 33 unit Baik
48 | Proyektor 8 unit Baik
49 | Roll Opex 6 unit Baik
50 | Scanner 8 unit Baik
51 | Sound System 4 unit Baik
52 | Standing Handycam (tripod) 2 bh Baik
53 | Tangga 1 bh Baik
54 | TVLED 7 unit Baik
55 | UPS/ Stabilizer SIMPEG 1 unit Baik
56 | UPS/ Stabilizer Komputer 57 unit Baik
57 | Vacuum Cleaner 1 unit Baik
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58 | Gambar Presiden 1 bh Baik
59 | Gambar Wakil Presiden 1 bh Baik
60 | Hiasan ruangan 3 bh Baik
61 | Perlengkapan Dapur 8 bh Baik
62 | Tool kit 10 bh Baik
63 | Aplikasi SIMPEG 1 aplikasi Baik
64 | Jaringan Server Internet 3 jaringan Baik
65 | Instalasi Komunikasi Elektronik 1 instalasi Baik

(komlek) Jaringan WAN (Wide

Area Network)
66 | Kursi Tamu 2 bh Baik
67 | Meja Rapat 49 bh Baik
68 | Rak Arsip 28 bh Baik
69 | Speaker Center 1 unit Baik
70 | Gorden Tekstil 8 set Baik
71 | Karpet 4 set Baik
72 | Teralis Besi 7 set Baik
73 | Jaringan CCTV 4 jaringan Baik

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian, Desember 2023
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2.3  Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun 2022
yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)

sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel II.5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
Kinerja Realisasi Kinerja

1. 91 < 100 Sangat Baik

28 76 < 90 Tinggi

3. 66 <75 Sedang

4. 51 < 65 Rendah

5. <50 Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKPSDM
Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon beserta target dan
capaian realisasinya.

2.3.1 Analisis CapaianKinerjaSasaran StrategisTahun2019-2024

Sasaran Strategis Tahun 2019-2024 diukur dengan 3 (tiga) indikator Sasaran,
yaitu :
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian diukur dengan
Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian;
Sasaran 2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional diukur dengan Indeks Profesionalitas
ASN dan;
Sasaran 3. Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel
diukur dengan Prosentase Jumlah data pegawai yang mutakhir dan akurat serta mudah

diakses. Penjelasan hubungan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :
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Tabel I1.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No. Sasaran Indikator Formula Indikator

1 2 3 4

1. | Meningkatnya Indeks  kepuasan | Survey Kepuasan Masyarakat
akuntabilitas  kinerja |layanan (SKM) terhadap Layanan
pelayanan kepegawaian Kepegawaian
kepegawaian

2. | Meningkatnya Aparatur | Indeks Sistem Informasi Aparatur
yang Profesional Profesionalitas ASN | Sipil Negara (SI-ASN) BKN

tentang Nilai Layanan Indeks
Profesionalitas ASN

3. | Meningkatnya  Sistem | Prosentase Jumlah |Jumlah data pegawai yang
Informasi ASN yang |data pegawai yang | dimutakhirkan dibagi dengan
Akurat, Transparan dan | mutakhir dan akurat |jumlah data seluruh pegawai
Akuntabel serta mudah diakses | dikali 100%

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 5
(tahun) terakhir masa Renstra ditunjukan pada Tabel II.7 dan Gambar 2.4 tentang
perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel I1.7 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2019-2023

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian
(Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian)

No. Tahun Target (Nilai) Realisasi (Nilai) | Tingkat capaian (%)
1 2019 N/A N/A N/A
2, 2020 86 86 100,00
3. 2021 88 88,03 100,03
4. 2022 90 90,30 100,33
5. 2023 92 92,08 100,09
(Sumber : PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)
100,40
100,33
100,30
100,20
100,03
100,00 100,00
99,90
99,80
2020 2021 2022 2023

Gambar 2.4 Perbandingan capaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas
kinerja pelayanan kepegawaian

Dari table I1.7 dan dan gambar 2.4, besaran capaian di Tahun 2022 mengalami kenaikan
sebesar 0,30% dibanding Tahun 2021 dan Tahun 2020. Formula indikatorsasaranadalah

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Kepegawaian. Sedangkan
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pada tahun 2023, besaran capaiannya menurun sebesar 0,24% tetapi realisasinya
mengalami kenaikan sebesar 1,78% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022

sebesar 90,30 nilai (realisasi tahun 2023 sebesar 92,08 nilai).

Sasaran 2. Meningkatnya Aparatur yang Profesional (Indeks Profesionalitas ASN)

No. Tahun Target Realisasi Tingkat capaian (%)
(poin) (poin)

1 2019 N/A N/A N/A

2 2020 65 32 49,23

3. 2021 71 39,79 56,04

4 2022 72 50,26 69,81

5. 2023 74 79,94 108,03

(Sumber : PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)

120,00

108,04
100,00

80,00

69,81

60,00 56,04

49,23
40,00

20,00

2020 2021 2022 2023

Gambar 2.4 Perbandingan capaian indikator sasaran Meningkatnya Aparatur yang
Profesional

Dari tabel dan gambar diatas, besaran capaian di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar
38,23% dibanding Tahun 2022 dan Tahun 2021. Formula indikator sasaran adalah
berdasarkan Nilai yang ada pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) BKN

tentang Nilai Layanan Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran 3. Meningkatnya Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan
Akuntabel (Prosentase Jumlah Data Pegawai yang Mutakhir dan Akurat serta
Mudah Diakses)

No. Tahun Target (%) Realisasi (%) Tingkat capaian
(%)

1 2019 N/A N/A N/A

2 2020 08,8 98,8 100,00

3. 2021 99,1 99,1 100,00

4 2022 94,4 94,4 100,00

5. 2023 99,7 99,72 100,02

(Sumber : PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)
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100,02 100,02
100,02
100,01
100,01
100,00 +06;00 1+06;00 100,00
100,00
99,99

99,99
2020 2021 2022 2023

Gambar 2.4 Perbandingan capaian indikator sasaran Meningkatnya Sistem Informasi
ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel

Dari table dan gambar diatas, besaran capaian di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar
0,02% dibanding Tahun 2022 dan Tahun 2021. Formula indikator sasaran adalah Jumlah

data pegawai yang dimutakhirkan dibagi dengan jumlah data seluruh pegawai dikali 100%.

2.3.2 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Cirebon 2019-
2023

Pada tahun 2023, sasaran Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian terealisasi
sebesar 101,19% dengan tingkat realisasi sebesar 92,08 nilai dibandingkan target sebesar
91,00 nilai. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan
sebesar 0,27%. Capaian indikator sasaran berdasarkan data Tabel I1.8 adalah sebagai
berikut : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian tercapai 100,09%,
Meningkatnya Aparatur yang Profesional tercapai sebesar 108,03% dan Meningkatnya
Sistem Informasi ASN yang Akurat, Transparan dan Akuntabel tercapai sebesar
100,02%. Target, realisasi dan tingkat capaian kinerja per indikator sasaran dapat dilihat

pada Tabel I1.8.
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Tabel I1.8 Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran

2019

2020

2021

2022

2023

Target

Realisasi

%
tingkat
capaian

Target

Realisasi

%
tingkat
capaian

Target

Realisasi

%
tingkat
capaian

Target

Realisasi

%
tingkat
capaian

Target

Realisasi

%
tingkat
capaian

£

3]

3]

Indeks kepuasan
layanan kepegawaian

N/A

N/A

N/A

85,00

86,00

101,18

87,00

®
Rl
=4
w

101,18

89,00

90,30

101,46

91,00

92,08

101,19

1.1

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
pelayanan kepegawaian
(Indeks kepuasan layanan
kepegawaian)

N/A

N/A

N/A

86,00

86,00

100,00

88,00

88,03

100,03

90,00

90,30

100,33

92,00

92,08

100,09

1.2

Meningkatnya Aparatur
yang Profesional

(Indeks Profesionalitas
ASN)

N/A

N/A

N/A

65,00

32,00

49,23

71,00

39,79

56,04

72,00

50,26

69,81

74,00

79,94

108,03

1.3

Meningkatnya Sistem
Informasi ASN  yang
Akurat, Transparan dan
Akuntabel

(Prosentase Jumlah data
pegawai yang mutakhir
dan akurat serta mudah
diakses)

N/A

N/A

N/A

98,80

98,80

100,00

99,10

99,10

100,00

94,40

94,40

100,00

99,70

99,72

100,02

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon)




21

RENSTRA BKPSDM KAB. CIREBON 2025 - 2026

2.4 Hambatan yang Dihadapi

Hambatan dalam pengelolaan sumber daya aparatur yang dihadapi berdampak pada
tuntutan untuk menjadi ASN yang visioner dan profesional serta dapat memenuhi tuntutan
dan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan dan pembangunan. Beberapa hal yang
menjadi hambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya :

1. Padaproses penataan pegawai terkendala dengan jumlah pegawai yang kurang seimbang
dengan kebutuhan pegawai yang akan ditata dalam jabatan sesuai analisis jabatan dan
beban kerja Perangkat Daerah.

2. Masih belum meratanya pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengikuti
pengembangan kompetensi teknis melalui pendidikan dan pelatihan;

3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi terintegrasi dalam layanan
kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang

dilaksanakan secaramanual.
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Permasalahan dan Isu
Strategis Perangkat Daerah

Bab 3 Berisi : 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
1. Identifikasi Fungsi Pelayanan BKPSDM
Permasalahan
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana
Pelayanan BKPSDM.
2. Penentuan isu-isu strategis 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa
strategis

permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera
dicari solusinya, yaitu :

1. Adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai
dibandingkan  jumlah pemenuhan pegawai
menyebabkan ketidakseimbangan distribusi beban
kerja. Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN baru
tidakseimbang dengan jumlah PNS yang pensiun.

2. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan
kompetens  teknis belum merata. Hal tersebut
dikarenakan Target ASN mengikuti diklat minimal 20
JPL/ASN per tahun belum tercapai sesuai amanat UU
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi
dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih
terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang

dilaksanakan secara manual.

3.2 Isu-isustrategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas di masa datang.
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Beberapa isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Cirebon, antara lain :

1.

4.

Mewujudkan manajemen Kkarier dan manajemen talenta SDM untuk
mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas;

Menurunkan kesenjangan kompetensi pegawai;

. Melaksanakan penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan

promosi;

Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT)

yang

serta

meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity)
tantangan (threat).

Aspek kekuatan (strength) adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam

kewenangan dan berada di bawah langsung kendali tugas fungsi BKPSDM yang dapat

dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja BKPSDM, seperti :

1.

2.

Adanyaperencanaan pengadaan pegawai berdasarkan formasi pegawai;

Adanya standar kompetensi jabatan bagi pegawai di Pemerintah Kabupaten
Cirebon yang dijabarkan berdasarkan analisa jabatan dan tugas pokok fungsi;
Adanya unit penilaian kompetensi pegawai untuk melaksanakan penilaian
kompetensi pegawai;

Adanya penilaian kinerja pegawai dengan sistem terintegrasi (E-Kinerja) melalui
https://ekinerja.cirebonkab.go.id/;

Adanyatunjangan kinerja dinamis berdasarkan capaian kinerja pegawai;

Adanya regulasi tentang pola karier pegawai;

Adanya layanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG) melalui alamat
https://simpeg.cirebonkab.go.id/;

Adanya pembinaan jabatan fungsional pegawai.

Aspek kelemahan (weakness) adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan

terkait langsung dengan fungsi dan peranan BKPSDM yang dapat menjadi kendala

dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti :

23

1. Belum optimalnya penggunaan tehnologi informasi dalam layanan

kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan
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kepegawaian yang dilaksanakan secara manual.

Aspek peluang (opportunity) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan

dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja BKPSDM, seperti :

1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian;

2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan;

3. Peningkatankapasitas pegawai melaluibeasiswatugasbelajar;

4. Perkembangan teknologiinformasi yang pesat.

Aspek tantangan (threat) adalah kondisi eksternal yang dapat menghambat

pengembangan dan peningkatan kinerja BKPSDM, seperti :

1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa target ASN
mengikuti diklat minimal 20 JPL/ASN per tahun;

2. Permenpan RB No 25 Tahun 2021 tentang tentang penyederhanaan
struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan
birokrasi;

3. Permenpan No 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administasi ke
dalam jabatan fungsional;

Strategi-strategitersebutdilakukandengantabulasisilangterhadapfaktor- faktor

internal dan eksternal sebagai berikut :
1. Strengts-Opportunities Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk
memanfaatkan peluangeksternal;
2. Weakness-Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki kelemahan internal
dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. Strengts-Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk
menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness-Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk
menghindarikelemahaninternal dan menghindariancaman eksternal.
Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran alternatif strategi dapat

dilihat pada tabel berikut :
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Tabel I11.1 Penentuan Alternatif Strategi

Faktor eksternal

Faktor Internal

Kekuatan:

1.

2.
3.

Adanya perencanaan pengadaan pegawai berdasarkan
formasi pegawai;

Adanya standar kompetensijabatan;

Adanya unit penilaian kompetensi pegawai untuk
melaksanakanpenilaiankompetensipegawai;
Adanya penilaian kinerja pegawai dengan sistem
terintegrasi (e-Kinerja) melalui
https://ekinerja.cirebonkab.go.id;

Adanya tunjangan kinerja dinamis berdasarkan
capaian kinerja pegawai;

Adanya regulasi tentang pola karier pegawai sebagai
bentukdariarah pengembangankarir pegawai;
Adanyalayanan datadaninformasikepegawaian;

Adanyapembinaanjabatan fungsional pegawai;

Kelemahan:

1. Belum optimalnya penggunaan
tehnologi  informasi  dalam
layanan kepegawaian dikarenakan
masih terdapat beberapa proses
layanan  kepegawaian  yang
dilaksanakan secara manual.

jabatan fungsional;

Peluang: Alternatif Strategi: Alternatif Strategi:
1. Adanya UU dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan | 1. Meningkatkan kualitas data ASN.
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian; pengembangan ASN;
2. Dukungan APBD dalam penyelenggaraan program dan kegiatan; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan
3. Peningkatankapasitaspegawaimelaluibeasiswatugasbelajardariinstansi vertikal. pegawai;
4. Perkembangan teknologiinformasiyang pesat. 3. Meningkatkan fasilitasipenilaiankinerja pegawai;
4. Meningkatkan ketepatan waktu fasilitasi ijin belajar
dan tugas belajar;
Ancaman: Alternatif Strategi: Alternatif Strategi:
1. UUNo5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Meningkatkan kualitas JFyang terlayani; 1. Meningkatkan kualitas layanan
2. Permenpan RB No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur 2. Meningkatkan kompetensi ASN. administrasi kepegawaian
organisasipada instansipemerintahuntukpenyederhanaanbirokrasi;
3. Permenpan RBNo1y Tahun 2021 tentangpenyetaraanjabatanadministasikedalam
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BAB4

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM

Bab 4 Berisi :

1. Twjuan dan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau
sasaran jangka
menegah BKPSDM implementasi dari pernyataan misi organisasi yang

mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu sampai terakhir
Renstra;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas
pokok dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan
arah sasaran dan strategi organisasi selama kurun

waktu Renstra.

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Jangka Menengah pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon periode Tahun 2025-2026 yaitu
Mewujudkan ASN yang Profesional dan
Berkualitas serta Meningkatkan Akuntabilitas
Tata Kelola Pemerintahan dengan Indikator tujuan
yang ditetapkan yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan

Nilai SAKIP Pemda.
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4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh

karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada

penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Implementasi Sistem Merit dan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, maka selanjutnya ditentukan

indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Indikator sasaran

yang ditetapkan ditunjukkan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Cirebon
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TUJUAN/ | TUJUAN/SASARANPADA
SASARAN TAHUN KE-
Kondisi | 2025 | 2026
Awal
1. | Mewujudkan ASN | Meningkatnya | Indeks Sistem
yang Profesional | Implementasi | Merit (Poin) 305,00 | 315,00 | 325,00
dan Berkualitas Sistem Merit
2. | Meningkatkan Meningkatnya | Nilai LKIP 72,55 73,00 | 73,50
Akuntabilitas Tata | Akuntabilitas | BKPSDM
Kelola Kinerja (Poin)
Pemerintahan Perangkat
Daerah

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon).
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Tabel IV.2
Cascading Kinerja Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
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Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)
1 2 4 5
Meningkatkan Meningkatnya Akuntabilitas PROGRAM PENUNJANG | Nilai IKM BKPSDM
Akuntabilitas Tata Kelola | Kinerja Perangkat Daerah URUSAN
Pemerintahann PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Melaksanakan perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja
BKPSDM dengan lengkap dan sesuai
aturan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Melaksanakan administrasi keuangan
BKPSDM dengan lengkap dan sesuai
aturan

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Menyediakan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Melaksanakan administrasi
kepegawaian BKPSDM dengan lengkap
dan sesuai aturan

Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
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Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang
Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan

Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Melaksanakan pengadaan barang milik
Barang Milik Daerah daerah penunjang urusan pemerintah
Penunjang Urusan daerah dengan lengkap dan sesuai

Pemerintah Daerah

aturan

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
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atau Lapangan yang Disediakan

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Melaksanakan penyediaan jasa
penunjang urusan pemerintahan daerah
dengan lengkap dan sesuai aturan

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan

Melaksanakan pemeliharaan barang

Barang Milik Daerah milik daerah penunjang urusan
Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang berkualitas
Pemerintahan Daerah baik

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara
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Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gedung Kantor dan yang Dipelihara/Direhabilitasi

Bangunan Lainnya
Mewujudkan ASN yang Meningkatnya Implementasi PROGRAM 1. Nilai dimensi perencanaan
Profesional dan Sistem Merit KEPEGAWAIAN kebutuhan, pengadaan, dan Sistem
Berkualitas DAERAH Informasi ASN pada penerapan

sistem merit

2. Nlilai dimensi pengembangan karier,
promosi dan mutasi pada penerapan
sistem merit

3. Nilai dimensi manajemen Kinerja,
penghargaan & disiplin, serta
perlindungan dan pelayanan ASN
pada penerapan sistem merit

Kegiatan Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
ASN

Melaksanakan penyusunan, rencana
kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan
untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan
PPPK secara lengkap dan sesuai aturan

Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN

Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK

Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan
Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi Pemberhentian

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Evaluasi Pemberhentian
ASN

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Pemberhentian ASN

Fasilitasi Lembaga Profesi
ASN

Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi

Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Pengelolaan Data

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data
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Kepegawaian

Evaluasi Data, Informasi dan
Sistem Informasi

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi
dan Sistem Informasi Kepegawaian

Kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Melaksanakan pengelolaan

Promosi ASN pengembangan promosi ASN sesuai
dengan aturan.

Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi
ASN antar Daerah

Pengelolaan Kenaikan
Pangkat ASN

Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan Promosi ASN

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi
ASN

Kegiatan Pengembangan
Kompetensi ASN

Melaksanakan sosialisasi, pembinaan,
peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan
Fungsional ASN sesuai dengan aturan

Peningkatan Kapasitas

Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya

Kinerja ASN

Pengelolaan Assessment Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment
Center Center

Pengeloaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan

Diklat dan Sertifikasi ASN Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan
Lanjutan ASN Lanjutan

Koordinasi dan Kerja Sama | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja
Pelaksanaan Diklat Sama Pelaksanaan Diklat

Fasilitasi Sertifikasi Jabatan
ASN

Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan

Penyusunan Administrasi
Diklat dan Sertifikasi
Jabatan Fungsional

Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan
Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional

Pembinaan Jabatan

Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
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Fasilitasi Pengembangan
Karir dalam Jabatan
Fungsional

Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang
Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir

Kegiatan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur

Melaksanakan peningkatan disiplin ASN,
penyelesaian pelanggaran disiplin ASN,
evaluasi disiplin ASN dan pelayanan
proses ijin perceraian sesuai dengan
aturan

Penyusunan Kebijakan
Penilaian dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian
dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pengelolaan Pemberian
Penghargaan bagi Pegawai

Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan

Pengelolaan Tanda Jasa bagi
Pegawai

Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa

Pembinaan Disiplin ASN

Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan
Kedisiplinan

Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pelayanan Proses Izin
Perceraian Pegawai

Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian
Pegawai yang Dilayani

PROGRAM Nilai dimensi pengembangan karier,
PENGEMBANGAN promosi dan mutasi pada penerapan
SUMBER DAYA sistem merit

MANUSIA

Kegiatan Pengembangan | Melaksanakan Penyelenggaraan
Kompetensi Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis

Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai aturan
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Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
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Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan
Kompetensi

Kegiatan Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

Menyusun kebijakan teknis, rencana
pengembangan kompetensi, dan standar
perangkat pembelajaran Pemerintahan
Dalam Negeri Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai dengan
aturan.

Penyusunan Kebijakan
Teknis dan Rencana
Sertifikasi Kompetensi,
Pengelolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang
Kompetensi, Sumber
Belajar, Kerja Sama,
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan dan
Prajabatan, serta Jabatan
Fungsional

Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana
Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga Pengembang
Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama,
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan
Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang
Disusun
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Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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& BAB5
_ Strategi dan ArahKebijakan

5.1 Strategi dan Kebijakan.

Bab 5 Berisi :

1. Strategi dan Arah
Kebijakan
BKPSDM memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka

untuk segera dilaksanakan dalam kurun yang ditetapkan
serta berpengaruh besar terhadap pencapaiantujuandan
sasaran, sedangkan kebijakan adalah pedoman pilihan
yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode
Rencana Strategis. Kebijakan ini diarahkan kepada
pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan Rencana
Pembangunan Daerah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan
perencanaan komprehensif mengenai bagaimana
BKPSDM Kabupaten Cirebon mencapai tujuan dan
sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Sejalan dengan
Misi Pemerintah Pusat yaitu Mewujudkan Good
Governance (Tata kelola pemerintah yang baik), Clean
Government (Pemerintah yang bersih), Berkeadilan,
Demokratis dan Berlandaskan Hukum serta mendukung
tercapainya Sasaran Daerah yaitu Mewujudkan Sistem
Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan
Kolaboratif, disusunlah strategi dan arah kebijakan
untuk 2 (dua) tahun kedepan pada BKPSDM Kabupaten

Cirebon yangdijabarkan pada Tabel V.1.
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Tabel V.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKPSDM Kabupaten Cirebon

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Pelayanan | Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan
Akuntabilitas Tata Kelola | Akuntabilitas Kinerja Kepegawaian kepegawaian sesuai Standar ISO 9001:2015.
Pemerintahan Perangkat Daerah
Mewujudkan ASN yang | Meningkatnya 1. Pembangunan UPTD MT dan Penkom | 1. Penyusunan revisi Perbup tentang Manajemen
Profesional dan | Implementasi Sistem (Manajemen Talenta dan Penilaian Talenta (Untuk disesuaikan dengan Permenpan 3
Berkualitas Merit Kompetensi); Tahun 2020);

2. Penerapan Kebijakan Manajemen
Talenta;
3. Penyempurnaan Sistem Merit menuju

Kategori "IV"

. Penyusunan dasar hukum UPTD MT dan Penkom;
. Pelaksanaan pemetaan kompetensi untuk seluruh

pegawai secara bertahap;

. Pemetaan Kompetensi pegawai untuk “The right

man on the right place”

1. Penyusunan Human Capital | 1. Penambahan mekanisme seleksi masuk PNS ke
Development Plan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan
mensertakan kualifikasi dan formasi;

. Penyusunan Perbup tentang rancangan tata cara
pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon;

. Penyusunan kebijakan untuk pemberian
penghargaan kepada pegawai berprestasi luar biasa
dan menjadi agenda tahunan;

. Implementasi Perbup tentang Kode Etik ASN di
Pemerintah Kabupaten Cirebon.

1. Integrasi Sistem Kepegawaian | 1. Implementasi penerapan e-office;

Kabupaten Cirebon dengan Sistem
Pusat/Provinsi;

Pembangunan Big Data Kepegawaian;
Pengembangan fitur layanan
kepegawaian berbasis elektronik

. Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis online yang

terintegrasi dengan sistem penilaian Kkinerja,
penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;

. Integrasi 2 arah data Simpeg dengan data SIASN

BKN.

Mengembangkan Kompetensi Manajerial,

Teknis, Sosiokultur

Individual

Peningkatan Penyelenggaraan Diklat, Non Diklat dan

Meningkatkan ASN yang bersertifikat

ASN

Peningkatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi profesi
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(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon).
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Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Bab 6 Berisi : 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

1. Rencana Program )
danKegiatanserta Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
pendanaan 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Kegiatan BKPSDM

3. Indikator kinerja pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Renstra

4. KelompokSasaran PengembanganSumberDaya Manusia, sebagaiberikut :

5. Pendanaan

o 1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program
Indikatif yu & prog

jangka menengah;

2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana
KinerjaTahunandan RencanaKerja Anggaran;

3. Merumuskan perencanaan program kepegawaian
daerah dan pengembangan SDM;

4. Merumuskan penjabaran Rencana Program/ Kegiatan
Tahunan;

5. Mencermati proporsi anggaran sehingga
pembelanjaan menjadi efektif dan efisien;

6. Memperhatikan regulasi perencanaan dan

penganggaran.

6.2 Program dan Kegiatan BKPSDM
Dalam rangka mendukung upaya pelayanan
kepegawaian maka diperlukan peningkatan kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta
penganggaran yang cukup, selain menyusun rencana upaya

peningkatan pelayanan kepegawaian melalui :
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1.

2.

3.

a.
b.
c.

d.

a.

b.

Program Kepegawaian Daerah:

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Kegiatan pengembangan kompetensi teknis;
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Fungsional.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,;

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.

6.3 Indikator Kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Indikator kinerja program Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

BKPSDM diantaranya:

1.

Meningkatnya nilai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem

Informasi ASN;

Meningkatnya nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi; dan

Meningkatnya nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta

perlindungan dan pelayanan ASN.
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6.4 Kelompok Sasaran

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada

dasarnya mempunyai 1 (satu) kelompok sasaran yaitu ASN di Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

6.5 Pendanaan Indikatif
Pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon dengan pengaturan pola
anggaran belanja secara proporsional, efisien dan efektif, melalui belanja operasi dan belanja

modal. Pendanaan indikatif yang tertuang dalam laporan RENSTRA Perangkat Derah
dijabarkan pada Tabel V1.1 berikut :
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Tabel VI.1

Rencana program, kegiatan dan pendanaan BKPSDM

Indikator

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

Tujuan|Sasaran Kode Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program Kondisi Awal 2025 2026 Kondisi Akhir Daerah Penanggung Lokasi
(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output) K Rp Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas Indeks Profesionalitas ASN 75 Poin 75,5(29.474.000.000| 76 |33.284.000.000| 76 |62.758.000.000
Meningkatnya Implementasi Sistem Merit Indeks Sistem Merit 305 Poin 315 29.474.000.000| 325 |33.284.000.000| 325 | 62.758.000.000
02. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Nllai dimensi perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan Sistem 82 Poin 83 | 8.043.000.000| 84 9.645.000.000| 84 [ 17.688.000.000
Informasi ASN pada penerapan sistem merit
Nlilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada 123 Poin 1281 11.062.000.000( 134 |12.155.000.000| 134 | 23.217.000.000
penerapan sistem merit
Nilai dimensi manajemen kinerja, penghargaan & disiplin, serta 100 Poin 104 | 2.310.000.000( 107 | 2.590.000.000| 107 | 4.900.000.000
perlindungan dan pelayanan ASN pada penerapan sistem merit
02.2.01. Pengadaan, Pemberhentian dan Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 8.043.000.000| 1 9.645.000.000( 2 | 17.688.000.000
Informasi Kepegawaian ASN Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
02.2.01.0002. | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis 1 Dokumen 1 3.872.000.000| 1 4.259.000.000( 2 8.131.000.000| BIDANG PENGADAAN,
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan | dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN PEMBERHENTIAN DAN
ASN INFORMASI
02.2.01.0003. | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 0 Dokumen 1 2.000.000.000| 1 3.000.000.000| 2 5.000.000.000( BIDANG PENGADAAN,
PPPK PNS dan PPPK PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0006. | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan 12 Dokumen 12 285.000.000( 12 312.000.000| 24 597.000.000( BIDANG PENGADAAN,
Pemberhentian Administrasi Pemberhentian PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0007. | Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 0 Dokumen 1 58.000.000 1 63.000.000 2 121.000.000| BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0008. | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 0 Lembaga 1 951.000.000| 1 1.047.000.000| 1 1.998.000.000( BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0010. | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi 1 Dokumen 1 500.000.000 1 550.000.000( 2 1.050.000.000| BIDANG PENGADAAN,
Kepegawaian PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0011. | Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 6 Dokumen 6 77.000.000( 6 84.000.000( 12 161.000.000| BIDANG PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.01.0012. | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem 1 Laporan 1 300.000.000 1 330.000.000( 2 630.000.000( BIDANG PENGADAAN,
Kepegawaian Informasi Kepegawaian PEMBERHENTIAN DAN
INFORMASI
02.2.02. Mutasi dan Promosi ASN Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 1.550.000.000 1 1.800.000.000( 2 3.350.000.000
Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
02.2.02.0001. | Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan 1 Dokumen 1 600.000.000( 1 700.000.000( 2 1.300.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN KARIR DAN KEPANGKATAN
antar Daerah
02.2.02.0002. | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 14 Dokumen 14 350.000.000| 14 400.000.000( 28 750.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEPANGKATAN

Rencana Prosram. Kegiatan. dan Pendanaan

Hal. 1
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. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan . .
Indikator __ _ Unit Kerja Perangkat
Tujuan|Sasaran Kode Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program Kondisi Awal 2025 2026 Kondisi Akhir Daerah Penanggung Lokasi
(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output) Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02.2.02.0003. | Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 600.000.000 1 700.000.000 2 1.300.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEPANGKATAN
02.2.03. Pengembangan Kompetensi ASN Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 9.512.000.000 1 10.355.000.000f 2 | 19.867.000.000
Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
02.2.03.0001. | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 250 Orang 100 | 2.215.000.000| 100 | 2.338.000.000( 200 | 4.553.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
02.2.03.0002. | Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 1.000.000.000 1 1.100.000.000( 2 2.100.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEPANGKATAN
02.2.03.0003. | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan 1 Dokumen 1 903.000.000( 1 994.000.000( 2 1.897.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
ASN Sertifikasi ASN KOMPETENSI APARATUR
02.2.03.0004. | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 Orang 100 908.000.000( 100 950.000.000{ 200 | 1.858.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
02.2.03.0005. | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan 0 Dokumen 1 52.000.000| 1 57.000.000| 2 109.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
Diklat KOMPETENSI APARATUR
02.2.03.0006. | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi 120 Orang 100| 1.505.000.000| 100 | 1.655.000.000( 200 [ 3.160.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
Jabatan KARIR DAN KEPANGKATAN
02.2.03.0008. | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi 0 Orang 100 | 1.324.000.000| 100 | 1.456.000.000( 200 | 2.780.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional KOMPETENSI APARATUR
02.2.03.0013. | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 100 100.000.000| 100 150.000.000( 200 250.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
KARIR DAN KEPANGKATAN
02.2.03.0014. | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan 100 Orang 100 | 1.505.000.000( 100 | 1.655.000.000( 200 | 3.160.000.000( BIDANG PENGEMBANGAN
Fungsional Pengembangan Karir KARIR DAN KEPANGKATAN
02.2.04. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 2.310.000.000 1 2.590.000.000 2 4.900.000.000
Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
02.2.04.0001. | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan 0 Dokumen 1 155.000.000 1 170.000.000 2 325.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
Kinerja Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0002. | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 12 Dokumen 12 500.000.000| 12 550.000.000( 24 1.050.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
Aparatur Kinerja Aparatur APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0004. | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 9 Orang 9 275.000.000| 9 300.000.000( 18 575.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
Pegawai APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0005. | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 0 Orang 100 300.000.000| 100 350.000.000( 200 650.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0007. | Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 73 Orang 73 500.000.000( 73 550.000.000( 73 1.050.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0008. | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 12 Laporan 12 380.000.000| 12 420.000.000| 24 800.000.000( BIDANG PENILAIAN KINERJA
Disiplin ASN Disiplin ASN APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02.2.04.0009. | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 12 Dokumen 12 200.000.000| 12 250.000.000( 24 450.000.000| BIDANG PENILAIAN KINERJA
APARATUR DAN
PENGHARGAAN
02. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Nilai dimensi pengembangan karier, promosi dan mutasi pada 123 Poin 128 | 8.059.000.000( 134 | 8.894.000.000( 134 | 16.953.000.000
DAYA MANUSIA penerapan sistem merit
Rencana Prosram. Kegiatan. dan Pendanaan Hal. o
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. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan . .
Indikator _ _ Unit Kerja Perangkat
Tujuan|Sasaran Kode Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program Kondisi Awal 2025 2026 Kondisi Akhir Daerah Penanggung | Lokasi
(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output) K Rp K Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02.2.01. Pengembangan Kompetensi Teknis Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 983.000.000( 1 1.080.000.000| 2 2.063.000.000
Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
02.2.01.0003. | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 45 Orang 100 983.000.000( 100 | 1.080.000.000( 200 [ 2.063.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan KOMPETENSI APARATUR
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
02.2.02. Sertifikasi, Kelembagaan, Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 7.076.000.000 1 7.814.000.000| 2 14.890.000.000
Pengembangan Kompetensi Manajerial Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
dan Fungsional Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
02.2.02.0001. | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, 1 Dokumen 1 200.000.000 1 250.000.000| 2 450.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, KOMPETENSI APARATUR
Kelembagaan, Tenaga Pengembang Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi
Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, | Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan
Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
02.2.02.0007. | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan 1 Laporan 1 6.876.000.000 1 7.564.000.000| 2 14.440.000.000| BIDANG PENGEMBANGAN
bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, KOMPETENSI APARATUR
Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
dan Prajabatan
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Nilai SAKIP Pemda 68 Poin 68,5(23.039.000.000| 69 |26.134.000.000| 69 |49.173.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai LKIP BKPSDM 72,55 Poin 73 |23.039.000.000( 73,5 |26.134.000.000( 73,5 | 49.173.000.000
01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai IKM BKPSDM 95 Persen 95 |23.039.000.000| 95,01 26.134.000.000| 95,01| 49.173.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 365.000.000 1 387.000.000| 2 752.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 30.000.000| 2 30.000.000| 4 60.000.000 ( SEKRETARIAT BKPSDM
Perangkat Daerah
01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 30.000.000| 1 30.000.000| 2 60.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000| 2 60.000.000 ( SEKRETARIAT BKPSDM
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000| 2 60.000.000 ( SEKRETARIAT BKPSDM
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 1 30.000.000| 1 30.000.000| 2 60.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja 2 Laporan 2 20.000.000( 2 22.000.000| 4 42.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 8 195.000.000( 8 215.000.000| 16 410.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 [15.122.000.000| 1 16.131.000.000 31.253.000.000
Daerah Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Rencana Prosram. Kegiatan. dan Pendanaan Hal. 2
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Indikator

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pada Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan|Sasaran Kode Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program Kondisi Awal 2025 2026 Kondisi Akhir Daerah Penanggung | Lokasi
(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output) Rp Rp K Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/bulan | 95 [ 15.000.000.000{ 95 [ 16.000.000.000( 95 | 31.000.000.000{ BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
01.2.02.0003. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 0 Dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000| 2 70.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD
01.2.02.0004. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 35.000.000| 12 39.000.000| 24 74.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil 1 Laporan 1 17.000.000 1 18.000.000 2 35.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 13 Laporan 13 35.000.000| 13 39.000.000| 26 74.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran [ SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 0BA 1 34.000.000 1 36.000.000| 2 70.000.000
Perangkat Daerah Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
01.2.03.0001. | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 17.000.000 1 18.000.000 2 35.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Milik Daerah SKPD
01.2.03.0005. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 12 Laporan 12 17.000.000| 12 18.000.000| 24 35.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 0BA 1 130.000.000( 1 140.000.000( 2 270.000.000
Daerah Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 1 100.000.000( 1 110.000.000( 2 210.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Kelengkapannya
01.2.05.0003. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 0 Dokumen 1 30.000.000 1 30.000.000| 2 60.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Kepegawaian Kepegawaian
01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 2.482.000.000( 1 3.124.000.000| 2 5.606.000.000
Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
01.2.06.0001. [ Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 1 13.000.000( 1 14.000.000| 2 27.000.000 | SEKRETARIAT BKPSDM
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 1 1.500.000.000( 1 2.000.000.000 2 3.500.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Kantor Disediakan
01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 51.000.000 1 56.000.000 107.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.06.0004. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 44.000.000( 1 48.000.000 92.000.000 | SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket 1 115.000.000( 1 127.000.000 242.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Penggandaan Disediakan
01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 12 Dokumen 12 84.000.000( 12 92.000.000( 24 176.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Perundang-undangan Undangan yang Disediakan
01.2.06.0007. | Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 300.000.000| 1 350.000.000| 2 650.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 40.000.000| 12 44.000.000| 24 84.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 12 250.000.000( 12 300.000.000| 24 550.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 1 85.000.000 1 93.000.000 178.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 0BA 1 2.604.000.000( 1 3.704.000.000 6.308.000.000
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Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Unit Kerja
Tujuan [Sasaran Kode Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) Kondisi Awal PerangkatDaerah Lokasi
dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output) Penanggung Jawab
2025 2026 Kondisi Akhir
Rp Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14
01.2.07.0001. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 Unit 0 o| 14 0| SEKRETARIAT BKPSDM
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Disediakan
01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 0 Unit 2 504.000.000| 2 554.000.000| 4 1.058.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
ataulLapangan Disediakan
01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 20 100.000.000| 20 150.000.000| 40 250.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.07.0010. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 0 Unit 1 2.000.000.000( 1 3.000.000.000| 2 5.000.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 1.102.000.000| 1 1.237.000.000( 2 2.339.000.000
Pemerintahan Daerah Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01.2.08.0001. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 1 75.000.000( 1 80.000.000| 2 155.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan| 12 Laporan 12 700.000.000| 12 800.000.000| 24 1.500.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
Air dan Listrik Listrik yang Disediakan
01.2.08.0003. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 1 Laporan 1 52.000.000| 1 57.000.000( 2 109.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
PerlengkapanKantor Kantor yang Disediakan
01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 0 Laporan 1 275.000.000( 1 300.000.000| 2 575.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
Disediakan
01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub 1BA 1 1.200.000.000( 1 1.375.000.000| 2 2.575.000.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 23 Unit 23 300.000.000| 23 400.000.000( 23 700.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 1 Unit 1 30.000.000| 1 35.000.000( 1 65.000.000 SEKRETARIAT BKPSDM
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
KendaraanDinas Operasional atau Lapangan
01.2.09.0005. | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 20 50.000.000( 20 50.000.000| 40 100.000.000| SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 10 50.000.000| 10 50.000.000( 20 100.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM
01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 Unit 2 770.000.000| 2 840.000.000| 2 1.610.000.000( SEKRETARIAT BKPSDM

danBangunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi

TOTAL PENDANAAN

52.513.000.000

59.418.000.000

111.931.000.000
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BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan
Bidang Urusan

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 7 Beristi :
1. Kinerja Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
Penyelenggaraan

Bidang Urusan RPD Tahun 2025-2026, BKPSDM telah menyusun
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKPSDM
Kabupaten Cirebon dalam 2 (dua) tahun periode 2025-
2026 dengan mengoptimalkan semua sumber daya
yang ada, seperti tertuang dalam Tabel VII.1 tentang
Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten Cirebon yang

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Periode 2025-

2026.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung pada Tujuan dan Sasaran
RPD Periode 2025-2026

Kondisi Target Capaian Setiap Kondisi
Kinerja Tahun Kinerja
No Indikator pada awal 2025 2026 pada akhir
periode (Poin) (Poin) periode
RPD RPD
(Poin) (Nilai)
1 %’I}g%(ssionalitas ASN 75,00 75,50 76,00 76,00

(Sumber: PEP BKPSDM Kabupaten Cirebon).
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Berdasarkan data pada Tabel VII.1 bahwa BKPSDM Kabupaten Cirebon mempunyai 2 (dua)
Indikator Program untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu
Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas. Adapun Indikator yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPD Periode 2025-2026 adalah Indeks Profesionalitas ASN. Program
tersebutdiampuoleh4 (empat) bidang antara lain :
1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
2) Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan;
3) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
4) Bidang Pengembangan Kopetensi Aparatur
Rumusan penjabaran formula indikator sasaran strategis PD tersebut adalah sebagai
berikut :
Berikut ini definisi operasional indikator Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut :
1. Indikator Indeks Profesionalitas ASN
v Definisi Indikator Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang
digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN
yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya
pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria
yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup
dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin
v Dasar Hukum :
1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara;
2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara.
v Cara Penghitungan : Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator

dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.



RENSTRA BKPSDM KAB. CIREBON 2025 - 2026

Penutup

Bab 8 Berisi :

Sejalan dengan Misi Pemerintah Pusat yaitu
1. Penutup Mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance (Tata
kelola pemerintah yang baik), Clean Government
(Pemerintah yang bersih), Berkeadilan, Demokratis dan
Berlandaskan Hukum serta mendukung tercapainya
Sasaran Daerah yaitu Mewujudkan Sistem Tata Kelola
Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif,
BKPSDM Kabupaten Cirebon telah menetapkan isu-isu
strategis dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKPSDM
selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian
menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan
BKPSDM dimasa yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis BKPSDM
Kabupaten Cirebon periode 2025-2026 disusun sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan,
sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan
rencana yang tertuang dalam rencana strategis BKPSDM
Kabupaten Cirebon periode2025-2026.

Penyusunan = Rencana  Strategis = BKPSDM
Kabupaten Cirebon periode 2025-2026 disusun mengacu
pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.



NOMOR

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

:000.7.6.1/Kep. 1349 -BKPSDM /2023

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN CIREBON
TAHUN.2025-2026

BUPATI CIREBON,

bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah
yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan
penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
yang sinergis, selaras dan terpadu  antara
perencanaan  pembangunan nasional, provinsi,
daerah dan dengan kabupaten /kota yang berbatasan;

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024
bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati
dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang
baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun

. 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen

1.

rencana pembangunan daerah untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah;

bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana
Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon perlu
membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 :

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian
dan  Pengembangan Sumber Daya  Manusia
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik



Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
. tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
-Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana rembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

‘Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

3



Menetapkan

KESATU

19.

20,

21.

22

23.

24.

25.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

SOV VA G CanlLUea CAaaa ||
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang

‘Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 1);

‘Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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KEDUA

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan Susunan

Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bertugas:

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
terkait:

1) data sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik PNS
PPPK maupun non ASN;

2) data laporan keuangan tahunan Badan selama 5
(lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang
modal yang dimiliki;

3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah
terutama realisasi capaian indikator Standar
Pelayanan  Minimal, data realisasi indikator
SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data
realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan
lima tahun terakhir;

4) data dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang

. terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, data
dokumen Renstra Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-

2023;
b. menginventarisir, mempelajari dan  menerapkan
peraturan perundang-undangan yang terkait

perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan
urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya;

c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau
petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat
daerah;

d. menyusun agenda Kkerja Tim Penyusun Rencana
Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

e. menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2025-2026;

f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah
untuk membahas rancangan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2025-2026;



h. menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2025-2026 kepada Kepala
Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;

i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan
rekomendasi dari Bappelitbangda untuk
penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tahun 2025-2026; dan

j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan
dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025-2026 kepada kepala Bappelitbangda untuk
dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan akhir Renja Badan, maka Tim
Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti
rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Segala Dbiaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber B
pada tanggal 29 Oesember 2025

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1.Yth. Kepala Badan  Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

3.Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2025-
2026.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 000.7.6.1/Kep. -BKPSDM /2023

: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

Penanggung Jawab
Ketua Tim

Sekretaris Tim

Kelompok Kerja

TAHUN 2025-2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Perencana selaku Sub Koordinator Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Sekretariat :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Subbagian Umum dan Kepegawaian pada
Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana pada
Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

5. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi :

1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Pengadaan dan
Pemberhentian  pada  Bidang Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Data dan
Informasi pada Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia



4.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Fasilitasi Profesi
ASN pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia
Aparatur pada Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan :

1,

Kepala Bidang Pengembangan Karir dan
Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Pengembangan
Karir, Promosi dan Mutasi pada Bidang
Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Kepangkatan pada
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Analis Pengembangan Karir pada Bidang
Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan :

i

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur pada Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda selaku Sub Koordinator Disiplin dan
Penghargaan pada Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Analis Kinerja pada Subbidang Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur Bidang Penilaian
Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia



S.

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai pada
Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan -
Penghargaan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur :

1.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Aparatur pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analis Pengembangan Kompetensi selaku Sub
Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan dan Sertifikasi pada Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Analis Pengembangan Kompetensi selaku Sub
Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Pengembangan Kompetensi pada Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

. Analis Program Diklat pada Bidang

Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

BUPATI CIREBON,

A\
7’

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER -45611

TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU
ATAS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 800.1.3/TLHR.1060/BKPSDM
Lampiran .1 (satu) berkas
Tanggal . 13 Februari 2024

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Cirebon mengenai
Catatan Hasil Reviu atas Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat
Daerah Tahun 2025-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia akan melaksanakan beberapa hal berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon telah melengkapi Rancangan Renstra dengan Laporan Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (Dokumen
Terlampir);

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon telah melengkapi Rancangan Renstra dengan Berita Acara Forum
Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku
kepentingan yang hadir (DokumenTerlampir);

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon telah Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
mengenai landasan perubahan Tujuan, Indikator Tujuan dan Indikator Program
pada Renstra BKPSDM Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 untuk proses
evaluasi (Dokumen Terlampir);

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon telah melengkapi cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan,
sasaran outcome dan output serta indikatornya masing-masing pada BAB IV
dengan melakukan perbaikan langsung di Dokumen Renstra 2025-2026
(Dokumen Terlampir);

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon telah memperbaiki Indikator Kinerja Sasaran dan Sub Kegiatan
BKPSDM Kabupaten Cirebon untuk Target Renstra tahun 2025-2026 tidak lebih
rendah dari tahun sebelumnya (Dokumen Terlampir).

Demikian Hasil Tindak Lanjut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia atas Catatan Hasil Rivieu Inspektorat Kabupaten Cirebon yang akan
segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti demi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian
kinerja di BKPSDM yang lebih baik.

Sumber, 13 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,

SO

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001




MATRIKS TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU

ATAS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

PERANGKAT DAERAH: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WAKTU STATUS/PROGRES
NO REKOMENDASI CHR RENCANA TINDAK LANJUT TARGET PELAKSANAAN PENYELESAIAN

(1) (2) 3 (4) ) (7)

1. | Pengujian Kelengkapan Dokumen 1. Telah melengkapi rancangan Renstra 1 Laporan | Minggu ke |l Telah lengkap dengan
Pendukung Revieu Rancangan Renstra dengan laporan hasil Evaluasi Bulan Februari adanya Laporan Hasil
Perangkat Daerah Pelaksanaan Renstra Perangkat 2024 Evaluasi Pelaksanaan

Daerah periode sebelumnya Renstra Periode seblumnya
(Dokumen Terlampir)

2. Telah melengkapi rancangan Renstra 1 Laporan | Minggu ke |l Telah disusun Berita Acara
dengan Berita Acara Forum Perangkat Bulan Februari Pelaksanaan Forum
Daerah yang ditandatangani oleh 2024 Perangkat Daerah
perwakilan dari pemangku kepentingan (Dokumen Terlampir)
yang hadir.

2. | Keterhubungan dan Kesesuaian 1. Telah berkoordinsi dengan 1 Laporan | Minggu ke I Telah dilengkapi dengan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda mengenai landasan Bulan Februari Berita Acara Cascading
dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat perubahan tujuan, Indikator Tujuan dan 2024 Renstra 2025-2026
Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja Indikator Program pada Renstra (Dokumen Terlampir)
urusan daerah yang menjadi tanggung BKPSDM Kabupaten Cirebon tahun
jawab perangkat daerah bersangkutan 2025-2026 untuk proses evaluasi
dalam rancangan akhir renstra PD 2. Telah Melengkapi Cascading Kinerja Perbaikan | Minggu ke Il Telah dilengkapi dengan
tahun 2024-2026 (IKU dan IKK) Perangkat Daerah mulai dari tujuan, di Renstra | Bulan Februari Cascading Perangkat

sasaran outcome dan output serta 2025-226 | 2024 Daerah di Rancangan

indikatornya masing-masing pada
BAB IV

Renstra 2025-2026
BKPSDM 2025-2026




WAKTU STATUS/PROGRES
NO REKOMENDASI LHR RENCANA TINDAK LANJUT TARGET PELAKSANAAN PENYELESAIAN
(1) (2) 3 (4) ) (7)
3. | Konsistensi dan keterhubungan antara
Dokumen Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2026 denga rancangan - - - Selesai
akhir Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2026
4. | Kesesuaian antara target kinerja 1. Telah memperbaiki Indikator Kinerja 1 Laporan | Minggu ke I Telah membuat surat
Rancangan Renstra Perangkat Daerah Sasaran dan Sub Kegiatan BKPSDM Bulan Februari Jawaban untuk Indikator
Tahun 2024-2025-2026 dengan Kabupaten Cirebon untuk tahun Target 2024 Kinerja Sasaran san Sub
pengendalian dan evaluasi hasil Tahun renstra 2025-2026 tidak lebih Kegiatan BKPSDM
capaian kinerja Renstra Perangkat rendah dari tahun sebelumnya. (Dokumen Terlampir)
Daerah periode 2019-2024

Sumber, 13 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah
memberikan banyak nikmat, Taufik dan Hidayah sehingga kami dapat menyelesaikan
Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renstra Periode Tahun 2019-2024 Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dengan
baik tanpa ada halangan yang berarti.

Implementasi Rencana Strategis Periode Tahun 2019-2024 Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dalam
menyelenggarakan urusan sesuai tugas dan fungsi hendaknya dapat mencapai standar
penyelenggaraan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Hasil monitoring dan
evaluasi tahun ke-3 diharapkan akan memberikan informasi pendorong keberhasilan
pencapaian maupun penghambat pencapaian kinerja.

Laporan ini menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam meningkatkan kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan selanjutnya.

Sumber, Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001
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PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengena
strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih
spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai
perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai
bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra-PD telah diatur
dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan
pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun Renstra-PD.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan
perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang
dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan
oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis sebagai
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengabh.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Perangkat Daerah di
Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Rencana
strategis berfungsi untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien untuk
terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi
yang terus berubah. Rencana strategis yang disusun memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia.






Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tahun 2019-2024 disusun untuk memberikan kerangka
acuan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 (lima) tahun.
Untuk menjamin bahwa Renstra dijalankan dan mencapai hasil sesuai target
yang ditetapkan, maka monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam rangka
pemantauan pelaksanaan kinerja Renstra.

TUJUAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Renstra tahun ke-3 bertujuan untuk

memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan :

a. Komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi Renstra Badan
Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019-2024;

b. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaian serta pengelolaan program dan
kegiatan;

c. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dinas, termasuk upaya yang
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga dapat memberikan
masukan untuk perbaikan implementasi perencanaan tahun selanjutnya;

d. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi implementasi Renstra tahun ke-3 dilakukan pada bulan

januari 2022 s.d Desember 2022. Monev implementasi Renstra Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon didasarkan pada
proses capaian tujuan/sasaran dan program.



ueeueduaiad

#0801 - 00} (%) elioupy uejede ejel-ejey
uasold
:uenjes
‘sasyelp
yepnw
epes jeinye
uep Jipjeinw 1eqejunyy
BueA remeBad uep uesedsues] ‘Jeinyy
ejep yejwunp BueA NSY 1sewloju|
00'0 | zo'oos | 00'00L | L6°00L | 00'00L | 00'0 | 22'66 | O'66 | 00'00L | 08'86 | 00'00L | 02'66 | OF'66 | OL'66 | 08'86 | 00'00L 9SBjUas0.d waysig eAuexbuluspy €0°L’)
uesoid
:uenjes \NSY
SE}I|euo|Sajoid |euoisajoid Buek
00'0 | ¥0'804 | 18'69 | ¥0'9S | 00'0 000 | S6'6. | 92'05 | 62'6€ | 00'0 | 00'SZ | 00'vZ | 00'z. | 00'LL | 00'GY | 00'GL Sxepul Jnjesedy eAujexBuiusiy 20LL
[e[iN -uenjeg
‘uejemeBadoy
ueuede| | uejemeBaday ueuelejpd
uesenday eflaupy seyjiqeunye
00'0 | 60'004 | £€'00L | €0°00L | 00'00L | 000 | 80'z6 | 0€'06 | €0'88 | 00°98 | 00'S6 | 00'Z6 | 00'06 | 00'88 | 0098 | 00'G6 S)epu| eAujexBujusy oLl
HYY3VA HYLNIN3W3d
UNLVIVIY
SVLISVdV)
ISVHIDIINIL NVLIVIONINId
NVQ ISYINNO4NI H370 ONMINAIa
I907TONM3L ONVA TVNOIOIY
sisvay3s NVQ TVYNOISVYN
NVIVMYO3d3ax “IVNOSVYNYILNI
NVVI07139N3ad ¥VSVd I ONIVS
Wviva VAVQ HVENVNIWN
uiod :uenjeg MIN8Nd NVNVAV13d VOONIH3S TNOONN
‘ueiemeBadoy SVLVNY NVQ NrYW HIg3T
ueueAe] NVQ HVINRIGW3d | MNLNN LYAVEVASVIN
uesenday| SYLISVdVH SVLIALLMNAO¥d

VANLVAONINIWN

ueeuesuaiad unye}
NG opouad Jiyyy | [emy eped _M._mw.,_hﬂ_w_._ _ ueseseg / uenfny ISIN oN
uejede) oisey 1exBueiod elsuay jobie) ueiede yesee( 1eybuelad eysuay jebie] eped jobie ) :M..m%ndo

(220Z NNHVL) €3 NNHVL 0'S NVYVSVS/NVNIrNL NVIVdVYD ISVSITVIY ©

NVVNVSMV13d TISVH Al



‘Buepig-Buepiq eped eliaupy uep ueiebbue uedesafuad isenjeAs uep Buuojiuow ue)euesyejdl "o

uep ‘Buepiq-Buepiq 1p ueuedejed uep elisupy sejjeny ueyjewsyewsy -

E-]

"Buepiq-buepiq |p uejeibay qns/uejejbey Bujsew-bujsew |Jep ueiebbue
uedesafued uep uesebBue ueunsniuad wejep sejoud eje)ys uebuep uejeibay deyes wejep seuuojul jBojoune) ueyjewsyewey

: eAuymjuiaq exjsusy wejep ueynuadip Buek jnfue| yepuil

‘eyysusy apoiiad [eme eped ajepdn yepy NSV di 1ep ebBulyes NYE NSVIS uebusp ydvsAw isexdy 1seibajul sasold

‘uejemeBaday ejojaBuaw wejep injesede ejsnuew efep Joquins eAubueiny -

: efzoupy uejedesuad jequeybuad Jopjeq

V|lw|Q|m©

JeyBuluaw upjewas Buek smesedy Was seyeny -

uep ‘yeiseq jeybuelad 1p uelemebaday
ejojeBuad Jejue yieq Buek efioupy uep ewesef1a) eAuujjefisy uebuop ‘uejemeBaday isensiujwpe ueuedejed eAujeybujusi upjewssg ‘q

‘epe BueA uebuenay uendwewsy uebuap sysijeas bued elssuny jobiey ‘e

: uejedesuad uejiseysaqay Buosopuad Jopje4

Jyieg jebueg

efisupy 1eyipaid




00'0

0
0'00L

0
0'00L

0029

00'0

00°004

0
0'00L

0029

0'00L

0'00L

00'004

0
0'00L

00004

ussiad :uenjes
‘leiopes
ueeuesualad
waysis
eAubuequiadia |

000

0'00L

0
0'00L

0'004

000

00°00}

0
0'00}

0'00L

0'00L

0'004

00'00L

0'004

00'00L

uasiad :uenjes
‘Jpeuuojul

uep [gqejunmije
‘uesedsuel)
Buek ueBuenay
uep ef1aupy
uelodejed
wie)ss
eAuexBujusiy

000

0'00L

0
0°'00L

0
0'00L

00'0

00°00}

0
0'00L

0'00L

0°00}

0'00}

00004

0
000}

00°004

uasiad :uenjes
‘mjesede eAep
Jequins sejiieny
efujeyBuiuapy

000

0'004

0'00L

0'00L

00'0

00004

0
0'004

0
000

0
0004

0
0'004

00'00L

0
0004

uasiad :uenjes
njesede
uiidisip
efueyBuusyy

8
S;o'

v20z

€202

[4dv4

Z7'66

00'0

1202

00°00L

000}

Zv'66

[4V74

20z

€202

[44v4

120e

020Z

LAV

0'00L

€20¢

0
000}

00'004

000}

ceoe

120z

0202

uejede?) oisey

yeseeq jeybuesed enjsuay jebie] ueleden

yeioe( jeybueiad eysuay jobie]

ueeue
ouased
apouad
Iy
eped
1ebie)

u
uesusled
unye}

ueiede)
ejeq

uasiad :uenjes
‘uesojuexsed
1seqsjuiwpe
ueuelejad
ueynuawed
asejuasaid
eAujeyBuiuspy

V.LON/NILVdNEVI
Hvy3ava
NVHVLINRIIWN3d
NvSMin

ONVINNNId WYHOO0ud

uejemeBadoy
ueuefejad efiaupy
sejjliqejunye
eAuyeyBujusy

elisupy Jojexipuj

uejeibay
qng / uejeibey / weiboid

ueleses

ON

(ZZ0Z NNHVYL) €-3) NNHVL 'S NY390¥d NVIVdVYD ISVSITVaY 'q



000

0'004

0'00L

LE'EL

00'0

oLl

£2'8

Tv'L

90°'0L

u8s0ld :Uenjes
‘eAujsuajadwioy
uexesBunip
Bue, injesedy
eheq Jjeaqung
asejuasiad

VISNNVIN
VAVQ ¥38ANS

NVONVENIONId

WYVNO0¥d

|euoisajoid
BueA injesedy
eAujeybuiuay

0'v0'S

00'0

0'004

0004

8
vl

000

¥9'06

1€'88

6.'86

1£'88

1£'98

19'G8

10'L6

uasold :uenjes
‘eAusejubeyul
uesexbunip
BueA inmjesedy
EESUENER]

000

0'004

E'CEL

L
0L

00'0

00'sZ

0'004

00'6L

00'SL

00'6L

00'0Z

00'6Z

u8sold ‘Uenjes
‘eAubuepiq

1p uexpedwayp
BueA remebad
osejuasiad

|euoisajolid
BueA injesedy
eAujeyBuiuay

000

0
0'00L

0
0004

15'65

00'0

00°00}

0001

15'65

0
0004

0'00)

00'00)

0'004

00°00L

uasiad :uenjes
‘dOS lensas
ueiemeBaday|
ISesiS|uiWpY
ueueAejad
asejuasold

uejemeBoaday
ueuefejad efiaupy
sejjiqejunye
eAujeyBujuapy

000

0
0'004

0'00L

LE'€)

00'0

0L'L

0'0L

£2'8

'L

90°0L

uasold :uenjes
‘eAujsuajeduioy|
uesyexbunip
BueA injesedy
ekeq Jaquing
asejussiad

|euoisajoid
BueA inmjesedy
eAujeyBujuay

00°0

0004

SZiL

00'0

06'€6

28'86

29'vL

06°€6

08'28

018

09'GZ

00°00}

ussold
:uenjes ‘weysis
siseqiag
injesedy
uidisig
uejeybuiusg
oSBjuasiad

|2qejunyy

uep uesedsues)
“Jesnyy Buek NSY
Iseulioju] wasig
eAujeyBujuapy

00'0

0
0'00L

0
0'00L

12'88

00'0

0000k

0'00L

12'88

00

0
0'001

0'00}

00'004

0004

0000k

uasold
:uenjes ‘ek
uueess)yefasay
Isejijiseylp

BueA injesedy
osejussiod

HV¥3VA NVIVMYO3Id3In

WYO0¥d

0°€0’S

000

0'00L

0'00L

0
0001

00'0

0000}

0004

0'00L

00
‘004

0'001

0
0'00}

00°00}

000k

uesiad :uenjes
‘injesede
euelseseid

uep eueles
efuieybuluapyy




“Buepiq-buepiq eped el1oup| uep ueiebbue uedesoAuad [SEN|eAd UEP BulIO)UOW UBYRUESHEOW 2
uep ‘Buepig-Buepiq 1p ueuelejad uep elioup] sejjeny ueyjewsyewsyy ‘q

‘Buepig-Buepiq |p uejejbay qnsjuejejbey BuiseurBujsew pep uesebbue
uedesekuad uep ueseBBue ueunsniuad wejep sejuoud ejeys uebuap uejeiBay deyas wejep 1seuuoju) IBojowya ] UB)EWISHEWSN ‘e

:eAuynmyiiaq esjsuay wejep ueynpadip Buek ynfue) yepuil

ferjsuey apoued jeme eped sjepdn Yepn NSY di ejep ebBuiyes Nyg NSYIS ueBuep ydvsAw isexidy 1sesBaju sesold 'q

‘uejemeBaday ejojobusaw wejep snjesede eisnuew eAep Joquins eAubueiny ‘e

:ef1aupy ueredesuad jequeybuad Jopjed

Jeybuiuaw upjewsas Buek Jnjesedy WAS selleny o

uep ‘yesaeq jexbuelad Ip uejemebaday
ejojeBuad Jejue yieq Buek elloupy uep eweselioy eAuujjefis) ueBuep ‘uejemeBeda) |sessiujwpe ueuelejad eAujeyBujusw upjewss ‘q

‘epe BueA uebBuenay uendwewsay uebuap sysijeas Buek elisuny jobiey e

:uejedesuad uejiseysaqay Buolopuad Jopjed

Jeg jebueg

elisupy jeyipaid

00004

(%) elieupy uejeded ejes-ejey




c. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No | Tugas Pokok dan Permasalahan Akar Masalah Masalah Pokok Isu Strategis
Fungsi PD (Pembangunan) yang ;
dihadapi
(1) (2) 3) 4) (%) (6)

1 | Perumusan bahan | Ketidakseimbangan Hal tersebut Adanya deviasi Melaksanakan
perencanaan distribusi beban kerja | dikarenakan antara jumlah penataan
Badan jumlah ASN baru | kebutuhan pegawai melalui
Kepegawaian dan tidak seimbang pegawai pengadaan,
Pengembangan dengan jumlah dibandingkan mutasi, rotasi dan
Sumber Daya PNS yang jumilah promosi
Manusia serta pensiun pemenuhan
perumusan pegawai
kebijakan bidang
kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan;

2 | Pengelolaan data Masih terdapat Belum Belum Meningkatkan
dan informasi ASN | beberapa proses terintegrasinya optimalnya pelayanan
serta pengelolaan | layanan sistem informasi | penggunaan kepegawaian
administrasi kepegawaian yang kepegawaian sistem informasi | berbasis
kepegawaian; dilaksanakan secara | dengan dalam layanan teknologi

manual pusat/provinsi/ kepegawaian
lembaga lainnya
dan belum
maksimalnya
pengembangan
aplikasi
SIMPEG.

3 | Peningkatan Belum optimalnya Penerapan Belum Mewujudkan
kapasitas ASN, penerapan penilaian berjalannya pola | manajemen karier
Pengembangan manajemen karier kompetensi dan | karier ASN dan manajemen
karir ASN dan yang transparan kinerja ASN talenta SDM
Pembinaan ASN; untuk berdasarkan untuk

pengembangan Merit Sistem mewujudkan ASN
karier pegawai belum optimal. yang profesional
dilingkungan dan berintegritas
Pemerintah

Kabupaten Cirebon

4 | Pendidikan dan Belum optimalnya Hal tersebut Jumlah ASN Menurunkan

pelatinan ASN. hasil analisa dikarenakan yang mengikuti kesenjangan
kebutuhan target ASN pengembangan kompetensi
diklat/analisa mengikuti diklat kompetensi pegawai
pengembangan minimal 20 teknis belum
kompetensi setiap JPL/ASN per sesuai dengan
pegawai tahun belum kebutuhan
tercapai sesuai kompetensi.

amanat UU No.
5 Tahun 2014
tentang Aparatur
Sipil Negara

10




V. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusian pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon di masa yang akan

datang, maka diperlukan strategi-strategi terukur, diantaranya :

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

Optimalisasi Manajemen Pelayanan Kepegawaian;

Pembangunan UPTD MT dan Penkom (Manajemen Talenta dan Penilaian
Kompetensi);

Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta;

Penyempurnaan Sistem Merit menuju Kategori "IV";

Penyusunan Human Capital Development Plan;

Integrasi Sistem Kepegawaian Kabupaten Cirebon dengan Sistem
Pusat/Provinsi;

Pembangunan Big Data Kepegawaian;

Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik;
Mengembangkan Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosiokultur
Meningkatkan ASN yang bersertifikat.

Laporan Evaluasi terhadap Hasil Renstra Tahun 2019-2024 Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon ini

diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian

dengan berpartisipasi aktif dalam perbaikan pelaksanaan operasional dan

program kerja agar target dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Sumber, Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001
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BERITA ACARA
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 telah dilaksanakan Forum
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon bertempat di Aula Graha Cakrabuana BKPSDM Kabupaten Cirebon
dan berlangsung sesuai dengan susunan acara Forum Perangkat Daerah.

Forum termaksud dipimpin oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon, serta dihadiri oleh 50 orang peserta, sebagaimana daftar
hadir tersebut pada Lampiran |, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

a. Delegasi Kecamatan 210 orang

b. Unsur Perangkat Daerah : 40 orang

Setelah memperhatikan dan mengkaiji bahan Forum Perangkat Daerah serta paparan dari

Narasumber, dengan Notulensi (catatan) sebagaimana tersebut pada Lampiran,

khususnya tentang :

a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Cirebon;

b. Rancangan awal RKPD dan alokasi anggaran indikatif Perangkat Daerah dari APBD
Kabupaten Cirebon;

c. Kriteria seleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;

d. Evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;

e. Prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah;

f. Informasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta sumber pendanaannya;

g. Informasi prioritas program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait;

h. Informasi dari unsur masyarakat/dunia usaha/lembaga non pemerintah yang
mendukung program dan kegiatan terkait;

MENYEPAKATI

KESATU . Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja
yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah
diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Penanggungjawab Forum Pgfangkat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran berita acara ini;

KETIGA . Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat
Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
berita acara ini;

KEEMPAT . Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon ini; dan

KELIMA . Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan

penyempurnaan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024.

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk
diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KETUA TIM PENYELENGGARA
MANUSIA KABUPATEN CIREBON FORUM PERANGKAT DAERAH
Selaku,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP
Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 19681022 198803 1 001 NIP. 19850708 200312 1 001



: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
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DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
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BERITA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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TAHUN 2023
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BERITA ACARA
DESK CASCADING KINERJA RANCANGAN RENSTRA PD
TAHUN 2025-2026

s Lk (e R OTINTE RS AL T RSy S

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Litbang pada Badan f’crcnc‘anaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon telah
dilakukan pembahasan dan desk Cascading kinerja Rancangan awal Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026 agar sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Sasaran Strategis dalam RPD 2025-2026 yang diintervensi :

Mcewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan

Kolaboratif.

Indikator Sasaran Strategis dalam RPD yang diintervensi :

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Tujuan PD : ;
|
f Mewujudkan ASN yang Profesional dan Berkualitas
1

Indikator Tujuan PD :

Indeks Profesionalitas ASN

Sasaran Strategis PD :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kepegawaian;
2. Meningkatnya Implementasi Sistem Merit.

Indikator Sasaran Strategis PD ¢

i
| 1. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian;
2. Indeks Sistem Merit.




Rumus perhitungan Indikator sasaran PD

1. Hasil Perhitungan atas Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian;
' 2. Jumlah Skor Penilaian atas 8 Aspek Indikator Sistem Merit dalam Aplikasi
SIPINTER KASN.

Hasil kesepakatan desk cascading kinerja ini akan dituangkan dalam Dokumen
Rencana Strategis BKPSDM  Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan  Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Hasil
kesepakatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut penyusunan
dokumen perencanaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

VERIFIKATOR/KETUA DESK

A.n Kepala BAPPELITBANGDA Kepala Perangkpf Daerah/
Kabid .. Rsek.. dan... \navas,




r.‘..!§ }l»' TR, m '!‘L‘hﬂg ~ .,..!..r:.f.u.lsix— — 4illﬁ1l.
L I 1 J
t

m ViOHNLIVENEYY HYEIVE RYHVINIINDS
i NYSOIEN DNVINOKD | wieilaig
T

ey

ouoN
G207 207 Unye] uoqal) Uatedngey eisnuryy eArq saquing ueluequialuag uep Saday uepeR Lilsudy [Emuey efiauiy Bupedse) ysag eiedy eliag uerdwe)




e ety ot ————

&
S



MATRIKS TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIU ATAS RANCANGAN RENSTRA 2025-2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON

Catatan Hasil Reviu Inspektorat Point 4 tentang :

Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2025-2026 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra

Perangkat Daerah periode 2019-2024

Ukuran Target TN T - Keterangan
No Uraian Satuan | Tahun 2024 | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 CHR Jawaban atas CHR
(2025) (2026)
1 | Indikator Kinerja Sasaran :
Indeks kepuasan layanan Persen 95,00 87,00 88,00 Target BKPSDM Kabupaten Cirebon akan memperbaiki target
kepegawaian Menurun kinerja sasaran pada Renstra 2025-2026 menyesuaikan
dengan capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 yang
telah tercapai sebesar 92,075 persen bukan
berdasarkan target tahun 2024.
2 | Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen Dokumen 3 2 2 Target Karena pada tahun 2024 BKPSDM menyusun 3
Perencanaan Perangkat Daerah Menurun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri

dari penyusunan Renstra 2025-2026, Renja Murni 2025
dan Renja Perubahan 2025, sedangkan pada tahun
2025-2026 BKPSDM hanya menyusun 2 Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari
penyusunan Renja Murni 2025 dan Renja Perubahan
2025.




Target Tahun Renstra-PD
No Uraian —m_”ﬂ:_.“” T mﬂnsawhﬁ Tahun ke-1 | Tahun ke-2 zo.onﬂ“uns Jawaban atas CHR
(2025) (2026
3 | Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip Dinamis Dokumen 12 1 1 Target Karena pada periode Renstra sebelumnya target kinerja
pada SKPD Menurun di laporkan per bulan, sedangkan pada tahun 2025
target kinerja dilaporkan pada akhir tahun dalam bentuk
Dokumen Laporan Tahunan.
4 | Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kinerja Orang 250 100 100 Target Hal tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan
ASN Menurun kemampuan anggaran yang ada.
5 | Sub Kegiatan
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Orang 120 100 100 Target Hal tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan
Menurun kemampuan anggaran yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sumber, 13 Februari 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pembina Utama Muda
NIP.19681022 198803 1 001




